
c. bahwa berdasarkan 'pertirubangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkarr Pcraruran Walikota tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Pcnatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggung jawaban, Serta 
Mnnitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa bcrdasarkan ketentuan dalam Lampiran 
Peraturan Menteti Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pcdoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah pcrlu diarur tata cara penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggung jawaban, ,serta rnonitoring dan.evaluasi 
hibah (fan bantuan.sosial; 

a. bahwu untuk efcktifiras, efesiensi dan akuntabilitas 

pcngelolaan belanja hibah dan bantuan. sosial ,yang 

bersumber dari t~nggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya; 

Menimbang 

'.'/ALIKOTA KUPANG, 

TAT-A CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA'USAHMN, 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTAMONITORlNG DAN 

EVALUASI HTBAH D,AN BAN'J'UAN SOSIAL 

TENTANC} 

W:ALIKOTi\ KUPANG 

PRC':>VlNSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Pb:R,\TURAN WALIKOTA KUPANG 

.NOMOR 12 TAHUN 2021 

• 



3. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2019 
Nornor 42, Tarnbahan l.embaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. 
Dacrah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2020 Nornor 17811; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriruahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tafiun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Un dang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, 'I'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

1. Undang-Undang Nornnr 5 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah 'l'ingkat 11 Kupang 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nornor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3633); 

Mengingat 



Dalam Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kupang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Dacrah Kota Kupang. 
3. Walikota adalah Walikota Kota Kupang. 

4. Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPl{D adaleh 
Lcmbaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pcrnerintahan Daerah. 
5. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang 
terrnasuk didalamnya scgala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah terscbut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, yang dibahas dan 
disetujui bersama olch Pernerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
7. Satua.n Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPKO 

adalah perangkat daerah pada Pcmcrintah Da.erah yang rnelaksanakan 
pengdolurut APBD. 

8. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Walikot~ dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah dalam penyeleriggaraan urusan pemerintahan -yang menjadi 
kewenangan daerah. 

9. Tun Anggaran Pemerirttah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD-adalab rim 

yang dibentuk dengan keputusan Walikota y011g mempunyai tugas menyiapkan 
serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD. 

Pasal ~ 

BABJ 

KlITENTGAN UMtJM 

• PERATIIRAN WAUKOTA TENTANG TA'.!'A CARA 
PENGANGCARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHA4N, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN, SER1'A 
MONrTOl~ING DAN EVALUASJ HJBAH DAN BANTUAN SOSlAL, 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

I I 

- 



~mggaran. 
12. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah Iain, Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Lernbaga dan orgamsasi 
kernasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik lelah 
ditetapkan perunrukannya, bersifat tidak wajib dan tidak rnengikat, serta tidak 
secara terus menerus sctiap tahun -anggaran keeuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 

13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan 'berupa uang/barang dari 
pernerintah daerah kepada individu, keluarga, kelornpok (Jan/alau masyarakut 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan urituk 

rnelindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
14. Resiko soslal adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 

tcrjadinya kercntanan sosial yang ditanggung.oleh individu, keluarga, kelornpok 

dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis soaial, krisle ekonomi, krisis 
politik, fenomena alam dan bcncana alam yang jika tidak diberikan bantuan 
sosial akan scmakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjunmya disingkat NPHD adalah .naskah 

perjanjian hibah yang bersurnber dari An.&garan Pendapatan dan Belanja 
Oaerah antara pemerintah daerah dan penerima hi bah. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran. Perangkat Daerab yang selaniutnya disingkar 
RKA-PD adalah dokumen pcrecanaan dan penganggaran yang beriei program , 
kcgiatan dan anggaran perangkat. daerah. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjntnya disingkai, 
DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
perangkat daerah yang dlgunakan scbagai dasar pclaksanaan oleh pengguna 



penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tid.ak 
mendukung rangka dalam pusat pemerintah I. Kepada 

(1) Pcmerintah daerah dapat .rnemberikan hibah sesuai kemampuan keuaugan 
daerah, 

(2) Perrrberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

urusan pernerintahan wajib clan. belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali 
ditentukan lain sesuai dengan.peraturan perundang-undangan, 

(3) Pernberian hibah ditujukan untuk mcnunjang pcncapaian sasaran, program, 
kegiatan, dan sub kegiatan pcmcrintah dacrah dalam mcndukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kernasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, keparutan, 
rasionalitas, dan manfaat untuk rnasyarakat. 

(4) Pemberian hibah sebagairnana dimaksud p,i:da ayat, (1) m.emenuhi kriteriu 

sebagai berikut : 
a. Perun tu.k'.annya secara spcsifik tclah ditetapkan; 
b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; 
c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali : 

Pasal 3 

Bagian Kcsatu. 
Umum 

BAB III 

HIBAH 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 
a. Hibah; 
b. Bantuan sosial; dan 

c. Morritoring dan evaluasi, 

Pasal 2 

• 
BAB II 

RUANG LING!\UP 



(l J llibah kepada pemerintah pusal sebagnirnanu dirnaksud dalam pasal 4 huruf a 
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian yan:g wilayah kerjanya berada di -daeruh. 

(2) Hibah dari pemerin tab daerah dilarang tum.pang tindih pendanaannya dengan 
anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(:1) Tlibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 
tahun berkenaan, 

Pasal 5 

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada : 

a. Pernerintah pusat; 
b. Pemerinrah dacrah lainnya; 
c. Badan usuha milik Negara; 
d. Badan usaha milik daerah; dan/atau 
e. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia, 
I. Partai Polilik. 

Pasal 4 

mendukung tcrsclenggaranya fungsi pcmcrintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan: dan, Memcnuhi pcrsyaratan. pcrrcrima hibah. 

[5) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis dan disampaikan kepada 
Walikota. 

bagi Pemerintab Daerah dalam nilai manfaat d. Memberikan 

rumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesual dengan 
ketenruan perurrdang-undangan; 

2. Badan dari lernbaga yung ditetapkan oleh. pemerintah atau 

pcmerintah daerah sesuai dengan kcwenangannya berdaaarkan 
.ketcntuan. peraruran perundang-undangan: 

.3. Partai politik; dan/ atau 
4. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 

• 



Hibah kepada badan dan. lembaga sebagaimaria dimaksud dalam. pasal 4 

huruf e diberikan kepada badan dan lembuga : 

a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk 'berdasarkan 
peraurran perundang-undangan; 

b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah rnemiliki surat 
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Waliknta; atau 

c. Yang bersifat nirlaba, 'sukarela ber sifat sosial kemasyarakatan berupa 
kelornpok masyarakat/ kesatuan rnasyarakar hukum adat sepanjang 

rnasih hidup dan sesuai dengan 'perkembangan masyarakat, dan 
kcberadaannya diakui olch pemerintah pusat dallf atau _peme::rintBh 

dacrah rnclalui pcngcsahan atau penctapan dari pimpinan inatansi 
vertikal atau kepala organisasi perangkat daerah rerkait sesuai dengan 
kewencngannya. 

{l J 

Pasal 8 

(l) Hibah kepada Badan UsahaMilik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seauai 
dcngan ketentuan peraturan pernndarrg-undangan. 

(2) Hibah Kepada Badan Usaha Milik. Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 

4 huruf d dibcrikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diierima 
pemcrintah dacrah daripcmerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(3) Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalarn be::nLuk barang kecuali uang 

atau jasa. 

Pasal 7 

Hibah kcpada pcuicrintah dacrah Iainnya eebagaimana dimaksud. dalam, pasal 4 
huruf b diberikan kcpada dacrah etonom baru hasil pemekaran daerah sesuai 
dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

a. Berkedudukan dalam wilayah administraai pcmerintah daerah; dan 

b, Merniliki sekretariat tetap didaerah. 

• 
• PasaJ 6 



(1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4 huruf f 

juga bcrupa pernberian bantuan .keuangan kepada partai poli Lik yang 
rnendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kora sesuai dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(I) lfibah kepada hadan dan lcmba$a sebagaimana dimaksud dalampasal 8 
~ ayat (1) dapat diberikan dcngan pcrsyaratan.aebagai, berikut : 

a. Memiliki kepengurusan di daerah domisili; 
b. Memiliki keterangan domisili dari Iurah /peratin set.em pat; dan 
c. Borkcdudukan dalam wilayah administrasi pemeriruah duerah dau/utau 

badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi 
pernerintah daerah untuk memrnjang pencapaian sasaran program, 
kegiatan dan sub kegiatan pernerintah dacrah. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 ayai, (2)dibcrikan dengan pcrsyaratan sebagai berikut : 
a. Telah terdaftar pada kernerrterian yang rnembidangi urusan hukum 

dan hak a.sa:s.i manuaia; dan 
~ b, Berkedudukan dalam wilayah adrninistrasi pemerintah daerah; dan 

rnemiliki sekretaria l tetap didaerah, 

Pasal 9 

• 
d. Koperasi yan_g didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan dan memenuhi kriteria y!J.ng ditelapkan olch pcmccintah, daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

t2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang bcrbadan hukum Indonesia 
sebagairriana. dimaksud dalam pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi 

'kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkurnpulan, yang telah 
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi 
urusan huku.m dan hak asasi manusia sesuai. peraturan pen1ndang 
undangan. 



(1) Pernerintah Pusat, Pemeriruah Daerah, Badan. Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, Badan clan Lernbaga, serta Organisasi Kemasyarakatan 
menyampaikan usulan hibah secara tcrtulis kepada Walikota. 

(2) \V-alikota menunjuk Perangkat Dacrah tcrkait untuk melakukan evaluaei 
usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) scsuai dengan. rugas dan Iungsi 
Pcrangkat Dacrah. 

(3) Kepala Perarigk'at Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui 
TAPD. 

(4) TAPD memberikan. pertimbangan atas rekomcndasi scba_gaimana dimaksud 
pada ayat, (3)sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dan. 
rnenjadi dasar perrcantuman alokasi anggaran hibah dalam rnnm1ngan KUA dan 

PPAS. 

Pasal 12 

(l) Penganggaran belanja hibah dianggarkan -pada Perangkat Daerah terkait dan 
dirinci menurut objck, rincian objek, dan sub rincian objek pada kegiatan, 
dan sub kegiatan.scsuai dengan tugas dan fung::.i perangkat daerah terkait, 

(21 Belanja hibah yang bukan rnerupakan urusan dan kewenangan pcmcrintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan yang 
berrujuan untuk menunjang pcncapaian sasaran program, kegiatan dan sub 
kegiatan perneriruah daerah, dianggarkan pada µerangkat daerah yang 
rnclaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan 'ketenruan 

peraturan perundang-undangan, 

PasaJ 11 

Bagian Kedua 
Pcnganggaran 

• (2) Besaran penganggaran be!anja bantuan kcuangan kepada partai polirik 

dimakaud sceuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



[1) Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan al:as DPA-PeFangkat Daerah, 

(2) S-etiap pemberian .hibah clituangkan dalam. NPHD yang dilanda tangani 
bersarna oleh Pengguna Anggarau dan pcncrima hibah. 

f3) NPHD sebagimana dirnaksud pada ayat. (2) paling sedikii -rnemual. keteniuan 

rnengenai : 
a. Pemberi dan penerirna hibah; 
b, Tujuan pemberian hibah; 
c, Bcsaranj' rmcian pcnggunaan hibah yang akan diterima; 

0, d. flak dan kewajiban: 

e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 
f. Tata cara pelaporan hibah. 

(4) Pcncairan hibah dilaknkan dengan .mekanisme pembayarau Iangsung (I,S) 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
(5) Apabila pencairan dana dilakukan secara bertahap, maka unruk pencairan 

tahap bcrikutnya wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hi bah tahap 
sebelumnya. 

Pasal 14 

Bagian, Keriga 

Pelaksanaan dan Penatausahean 

(2) RKA Perangkat, Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) menjadi dasar 
pengangganm hibah dalarn APBD sesuai Pcraturan Perundang-Undangan. 

(1) Hibah berupa, uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RK:A-Pcrangkat 
Daerah, 

Pasal 13 

' 
(5) Penoant uman alokasi anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat Ill, rneliputi 

anggaran hi bah berupa uang, barang, d~/ atau jasa. 



(1) Penerima hibah bcrtanggung jawab secara formal dan material atas 
pengguna:;m hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungiawaban penerima hibah mcliputi : 
a. Laporan penggunaan hibah; 
b. Surat pertanggungtawaoan yang menyalakan bahwa hibah yang 

diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 
c. Bukti- bukti pengelueran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

pcrundang-undangan. 
(:'l) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Walikotarnclaui SKPD terkait sampai dengan akh.ir tahun berkenaan. 

Perlanggungjawaba.i,ipe.rnerjntah daerah atas ·pemberian hibah mclipuri : 
a. Usulan. dari calon penerima hibah kepada W'}.llikola; 
b. NPlll); 

c, Pakta. intergritas dari penerima hibah yang rnenyatakan bahwa hibah yang 
diterima akan digunakan sesuai dengan I\IPHD; dan 

d. Bukti. transfer uang atas pcrnberian hibah. 

Pasal 16 

( l) Penerima hibah rnenyarnpaikan laporan penggunaan, hibah. kepada Walikota 

melalui Perangkat Daerah terkai L. 

(2) Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja pada Perangkat Daerah dalam 
Tahun Anggaran berkenaan. 

Pasal 15 

• 
• Bagian Keempa L 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 



Pasal 19 

(l) Penerima bantuan.eosial mernenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Selcktif; 
b, Memenuhi persyara Lan penerlma barituan: 

r' c. Bersifat sernentara dan tidak terus menerus, kccuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan; dan 

d, Sesuai dengan penggunaan. 
(2j Kriteria selektif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a diartikan b.ahwa 

bantuan snsial banya diberi:kan kepada calon pcnerima yang ditujukan u.ntuk 

melindungi dari kernungldnan rcsiko soeial; 
(3] Kriteria persyaratan p.enerima bantuan sebagatrnana dim:aksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi : 
a. Memiliki idcutitas kependudukan yang jelas; dan 

b. Berdomisili dalarn wilayah Kota Kupang, 

anggoca / kelornpok masyarakat sesuai kernarnpuan keuangan daerah. 
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

seielah memprioritaskan pernenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pcmerintahan pilihan kecuali ditcntukan lain sesuai dengan ketentuan 
perundang- undangan dengan mernpcrhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

(3) Anggota/kelompok masyarakat, sebagaimana dimakeud pada ayat (1) meliputi: 
a. Indlvidu, keluarga. kelompok da.n/ atau masyarakat yang mcngalami 

resiko sosial; atau 
b. Lernbaga non pemerintahan bidangpendidikan, kcagamaan, dan bidang lain 

yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakac 
yang mengalami keadaan yang udak stabil sebagai darnpak resiko soslal. 

kepada sosial bantuan rnernberikan dapat ( I} Pemerin Lah dacrah 

Pas-al 18 

• 
BABlV 

BAN1'V1\N SOSIAL 

Bagian Kcsatu 
Umum 



ditujukan un ruk rnenjadikan seseorang atau kelompok rnasyarakat yang 

mengalarni rnasalah sosial rnempunyai daya, schingga mampu .memeriuhi 
kebutuhan da.sa.rnya. 

(4) Jaminan sosial sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 18 ayat (6) huruf d 
merupakan skerna yang melembaga untuk menjamin penerima ba.ntuan a.gar 
dapat memenuhl keburuhan dasar hidupnya yang layak. 

(3) 

(1) Rchabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) huruf a 
ditujukan untuk memulihkan dan mengernbangkan kernampuan seseorang 
yang mengalami diefungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

sccara wajar, 
(2) Perlindungan sosial eebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat {6) huruf h 

ditujukan unruk meneegah dan menangani resiko dari guncangan dari 
kcrcnta.nan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat .agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi -sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6) huruf c 

Pasal 20 

• 
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus mener ua sebagaimana dimaksud 

pada ayar (1) huruf c diurtikan bahwa ponerima bantuan soeial tidak wajib 

dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. 

(S) Keadaan rertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat. {l) 
huruf e diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan senap tahun angg-.iran 
sampai pcncrima bantuan telah Iepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d 'bahwa tujuan pernberian bautuan sosial meliputi : 
a. Rehabilitasi sesial; 
b. Perlindungan soslal; 
c. Pemccrdayaan sosial; 
d. Jaminan sosial; 
e. Penanggulangan kerniskinan; dan 
f. Penanggulangan bencana. 



(6) Banruan sosial yang direncarrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan usulan dari calon penerima danj'atau atas usulan kepada 
Perangkat Daerah, 

marnpu. 
(5) Banruan Sosial yang direncanakan. sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 

dialokasikan kepada individ u, keluerga, kclompok dan/ a tau .masyarakat yang 
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat pcnyusunan 
AP'BD. 

pcngobatan dan santunan kernatian bagi keluarga miskin. 

(4) Banruan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung 
kcpada pcncrima seperti bantuan kendaraan operaslonal seperti bantuan. 
kendaraan cpcrasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak 
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian 

"""" kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kw:ang 

putri pahlawan yang tidak mampu, biaya penunjang . ' 
kcschatan putra 

(lJ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterirna lan~sung oleh 
penerima bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial bcrupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atan 
masyarakatterdiri atas banruan sosial kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/ atau rnasyarakat yang direrrcenakan sebelumnya maupun yang tidak 
direncanakan sehelurnnya. 

C$) Buntuan sosial berupa uang adalah uang diberikan secara langsung kepada 
penerirna seperti bea siswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, 
nelayan miskin, masyarakai lanjut usia, tcrlantar, cacat berat dan runjangan 

Pasal 21 

• (S) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 18 ayat (&) 
huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang 
dilakukan terhadap orang, kcluarga, kelompok masyarakat yang tidak 
mempunyal atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 
mcrncnuhi kebutuhan yang Iayak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bcncana sebagaimana dirnaksud dalam pas! 18 ayat. (6) 

huruf Imerupakan .serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabihtasi. 



• 

(1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3/ dan ayat {4) menjad! dasar pencantuman 
alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
anggarau bantuan sosial berupa uangdau/ atau barang. 

Pasal 2:-l 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atus rekornendusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) scsuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

(1) lndividu, keluarga, kelompok dan r atau masyarakal menyampaikan usulan 

tertulls kepadaWaiikota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan 
kcwenangannya. 

(2) Walikota rneuunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi 
usulan tcrtulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J. 

(3) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan basil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikol.a melalui 

r', TAPD. 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

,- 

(7) Calon penerima hibah dan bantuan 'sosial ditetapkan dengan, Keputusan 

Wallkota. 
(8J Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang 
tidak ·dapat diperkirakan pada saat peny1.J.sunan APBD yang apabila ditunda 
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu 
dan Zatau keluarga Jang bersangkutan. 

(9) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelurrmya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebilii pagu alokasi anggaran 
yang direncanakan scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(l 0) Penganggaran bantuan eosial yang tidak dapac dircncanakan scbelumnya 
sebagaimanadimaksud pada ayat (7) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. 



,/ 

(1) Penerima bantuan sostal menyampaikan laporan penggunaan banruan sosiaJ 
kepada Walikota me1alui Perangkat Daerah terkait, 

(2) Bantuan sosial dicatat sebaga; realisasi jenis belanja bantuan sosial Rada 
Pcrangkat Daerah terkait dalarn Tahun Anggaran 'berkenuan. 

Pasal27 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

(I] Pela ksanaan anggaran bantuan.sosial berdasarkan atas DPA Perangkat Daerah. 
(2) PA rnenetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial. dengan 

Kepurusan Kepala $KPD. 

(3) Peneairan bautuan sosial dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). 
(4) Banruan sosial yang tidak dapar direncanakan sebelurnnya dilakukan dengan . 

~ .mekanisme Belanja Tidak Terduga, 

Pasal 26 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Pcnatausahaan 

(1) Bantu-an sosial dianggarkan dalam kelompok belanja larrgsung dan clirind 

menurutobjek, rincian objek, dan sub rincian objek pada prograrn, kegiatan, dan 
sub kegiatan. 

[2) Bantuan sosial yang tidak dapat dircncanakan sebelumnya dianggarkan 
dalam belanja tidak terduga. 

Pasal 25 

( 1) Bantuan sosial dicanturnkan dala m R:KA Perangkat Daerah. 
(2) RK,\-Perangkul Duer-ah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi dasar 

penganggaran bantuan sosial dalarn APBD sesuai Peraruran Perundang 

Undangan. 

• 
Pasal 2f+ 



I I 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab sccarafotmal clan material atas 
penggona:.m bantuan snsial yang direrimanya, 

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi : 
a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerirna bantuan sosial; 

b. Surat pcrnyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa banruan 
sosial yang diterima tclah digunakan sesuai dengan usulan; dan 

c. Bukti-bukti pcngeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa ua.ng atau 
salinan bukti serah terima barang bagi penerima sosial berupa barang. 

(3) Pcrranggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan 
kepada Walikota sampai dengan akhir tahun berkenaan. 

Pa:sal 29 

(1) Pertanggungjawaban pernerintah daerah atas pcmberian bantuan soeial 
meliputi : 
a. Usulan Zpermintaan tertulis dari calon penerirna bantuan ·sosial atau 

surat keterangan da'ri pejabat yang berwenang kepada Walikota; 
b. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa 

bant.uan sosial yang diterirna akan digunakan scsual dengan usulan: dan 
c. Bukti transferj'penyerahan uang atas pemberian bantuansosial bcrupa 

Uflng uluu bukii aerah ierima barang atas pemberian bantuan eosial 
berupa barang. 

t2) Pcrtanggungjawaban sebagaimana dirnaksud _pada ayat ( 1) huruf b dan huruf 

c dikccualikan tcrhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, kelompok 
danjatau keluarga yang tidak d.apat direncanakan sebelumnya. 

Pasal 28 
• 

• 



• 

Pada saat Peraturan Walikota ini muJai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan clan Penatausahaan , 

/""'I Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial [Berita Daerah Kol.a Kup.3llg Tahun 2016 Nomor 219), dicabut dan 
din ya takan tidak berlaku, 

Pasa132 

BAB VI 

ICETENTUAN PENUTUP 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagairnnna dimaksud dalam. pasal 29 ayat 
(2) terdapat pcnggunaan dana hibah atau bantuan. sosial yang- tidak sesuai dengan 
usulan yang disetujui, penerima hibah atau banruan sosial. yang bersangkutan 
dikenakan sanksi seauai dengan peraturan perundang-nndangan, 

Pasa131 

(J.) Perangkat Daerah terkait rnela kukan monitoring dan evaluasi atas pernberian 
hibah dan bantuensosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

disampaikan .kepada Walikota dengan ternbusan kepada Inspektorat Kota. 

Pasal 30 

BABY. 

MONITORING DAN KVAL.UASI 

.. 



BERITA DAERAH KOTA Kl!PANG 'I'AHUN 2021 NOMOR 529 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 7 Mei 2021 

Diterapkan di Kupang 
pada tanggal 7 Mei 2021 { 

4,wALIK AKUPANG,~ 

1rJ 
'JEFIRS QN R. RIWU KORE~ - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini penernpatannya, dalam Berita Daerah Kota. Kupang. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
• 

Pasal 3;3 
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